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ABSTRAK 

 

KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS 

KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN  

PADA PENGKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI KOMPILASI 

HUKUM EKONOMI SYARI’AH DAN FATWA DSN MUI 

 (Studi Kasus di PT. Mega Central Finance  Bandar Jaya 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Oleh : 

SITI RAHAYU 

 

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata denda didalam 

perkreditan. Denda ini diakibatkan karena pembayaran angsuran melewati dari 

tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah dikenakan biaya 

tambahan. Namun dalam kenyataannya dalam praktek pembayaran dengan cara 

kredit atau bahasa lain hutang, dalam jual beli kendaraan bermotor timbul suatu 

masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap 

perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Hal tersebut juga terjadi di salah 

satu perusahaan leasing yaitu PT Mega Central Finance Bandar Jaya.  

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat 

deduktif kualitatif, sumber data primer melalui wawancara, dan sumber data 

sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data 

elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

dan Fatwa DSN MUI sebagai dasar pengkajian penetapan denda pembiayaan 

bermasalah (wanprestasi). 

Pembahasan terhadap masalah penetapan denda ini, dapat disimpulkan bahwa 

PT Mega Central Finance Bandar Jaya dalam menangani pembiayaan bermasalah 

(wanprestasi) di dalam Hukum Ekonomi Syari’ah adalah boleh, karena dilakukan 

kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja. Karena hal tersebut merupakan kedzaliman dan merugikan pihak 

PT. Mega Central Finance, hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17 tahun 

2000 tentang denda bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran 

serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 38 tentang ingkar janji dan 

sanksinya. Serta penerapan denda yang dilaksanakan oleh  PT. Mega Central 

Finace Bandar Jaya tidak memberatkan bagi nasabahnya dan telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

Sehingga, Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar 

Angsuran Pada Perkreditan Motor yang dilakukan di PT. Mega Central Finance 

adalah boleh dan sah karena dilakukan dengan asas iktikad baik dan adanya 

kerelaan dari masing-masing pihak. Namun karena ada salah satu nasabah yang 

mengalami kebangkrutan, seperti yang dikatakan pada poin dua sehingga dalam 

Fatwa DSN MUI tidak diperbolehkan adanya sanksi/denda.  
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MOTTO 

 

                         

                          

 

 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa 

Ayat 29). 
1
 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang, CV, Toha Putra,1989) 

h. 73 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir 

menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan 

dengan Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta’zir 

adalah melarang, mencegah, menegur, menghukum, mencela dan pemukulan. 

Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 

dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan 

kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak 

pribadi.
2
 

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata denda 

keterlambatan. Denda ini diakibatkan karena pembayaran angsuran melewati 

dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah dikenakan biaya 

tambahan.  

Selanjutnya, sanksi denda diterapkan hanya kepada nasabah PT. 

Mega Central Finance yang melakukan perkreditan. Perkreditan didalam hal 

ini, diartikan sebagai keadaan dimana anggota  melakukan akad jual beli 

dengan cara di angsur dengan batas waktu yang telah di janjikan, di mana janji 

itu berupa menunda-nunda pembayaran padahal mampu untuk membayar 

ataupun membayar tetapi melewati batas waktu yang ditentukan untuk 

membayar dengan sengaja. Untuk menyatakan seorang nasabah melakukan 

                                                           
2
 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003) 

h. .171. 
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pelanggaran perjanjian, maka diperlukan adanya peringatan dari pihak PT. 

Mega Central Finance yang diberitahukan kepada nasabah. Peringatan tersebut 

dinamakan somasi.
3
 

Mengenai Hukum denda, Hukum Ekonomi Syari’ah telah 

mengaturnya melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional 

MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu 

menunda-nunda pembayaran berbunyi: 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS 

kepada nasabah yang mampu mambayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu mambayar disebabkan force mafeur 

(keadaan memaksa) tidak boleh di kenakan sanksi; 

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 

dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir. 

Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah pada pasal 38 tentang Ingkar 

Janji dan Sanksinya. yaitu: 

1. Membayar ganti rugi. 

2. Pembatalan akad. 

3. Peralihan risiko. 

4. Membayar biaya perkara. 
4 

                                                           
  

3
 PT. Mega Central Finance, Sistem Pembayaran Uang Muka Kredit sepeda Motor di PT. 

Mega Central Finance Bandar Jaya. 
4
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang 

Kopilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. 
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Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”. 

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi denda di berlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pengembalian hutang. 

Sedangkan di PT. Mega Central Finance menganut aturan KUH Perdata 

sehingga nasabah yang tidak mampu pun dikenakan kerugian. 

Selanjutnya, untuk mengkaji tentang penetapan denda akibat adanya 

wanprestasi pada penetapan denda atas keterlambatan nasabah membayar 

angsuran motor di PT. Mega Central Finance, maka perlu diadakannya survey 

langsung ke lapangan, dalam hal ini, objek penelitian disini  adalah PT. Mega 

Central Finance Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah. 

PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta 

yang bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Perusahaan ini pun 

cukup berkembang, lokasinya berada di dekat pusat perbelanjaan Bandar Jaya 

yang menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan baik dari 

pedagang maupun masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di PT. Mega 

Central Finance Bandar Jaya pada tanggal 13 April 2017. Kenyataannya pada 

tahun 2017 di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya terdapat kurang lebih 

2,5% anggota yang mengalami perkreditan bermasalah termasuk dalam 

kategori tidak lancar, pengkreditan lancar kurang lebih 75% yang semuanya 

berasal dari perkreditan.
5
 

                                                           
5
 Wawancara Winarto, selaku Manajer Pembiayaan PT. Mega Central Finance Bandar 

Jaya, pada tanggal 20 Maret 2017 
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Antisipasi pihak PT. Mega Central Finance Bandar Jaya untuk 

membuat anggota tidak melanggar adalah dengan menerapkan sanksi bagi 

setiap yang melanggar yaitu berupa denda. Ketentuan denda di dalam PT. 

Mega Central Finance Bandar Jaya adalah ketika perkreditan masih dalam 

kategori tidak lancar yaitu nasabah tidak membayar setelah jatuh tempo untuk 

membayar. Perkreditan tersebut dikatakan tidak lancar ketika nasabah tidak 

membayar dalam jangka waktu kesepakatan yang telah ditentukan oleh PT. 

Mega Central Finance Bandar Jaya. Besarnya denda untuk setiap 

keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar Rp “biaya angsuran 

x 5/1000.” (lima perseribu) atau 0,5% (nol koma lima persen). maka 

kedudukan nasabah dalam perjanjian kredit jual beli dalam hal ini sangat 

lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang merupakan pemilik atau 

penjual. Jumlah denda yang harus dibayar oleh nasabah yang mengalami 

perkreditan tidak lancar adalah sesuai dengan kesepakatan diawal perkreditan. 

Tujuan dari denda tersebut adalah untuk memperingati masalah nasabah 

supaya tidak telat membayar angsuran.
6
 

Penerapan denda pada pengkreditan di PT. Mega Central Finance 

Bandar Jaya ini menarik untuk diteliti, karena perkreditan merupakan hal 

yang sangat diminati oleh anggota yang melakukan perkreditan di PT. Mega 

Central Finance Bandar Jaya. Sehingga peneliti mengambil judul Ketentuan 

Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah membayar Angsuran 

Pada Perkreditan Motor ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

                                                           
6
 Wawancara Dedi Suryadi, selaku Marketing PT. Mega Central Finance Bandar Jaya, 

pada tanggal 20 Maret 2017 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka timbul pertanyaan 

untuk penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan penetapan denda terhadap 

nasabah yang mengalami keterlambatan membayar angsuran kredit motor 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

bagaimana Pelaksanaan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan 

Nasabah membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI. 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

tentang Analisis Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah 

membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Mega 

Central Finance Bandar Jaya Lampung Tengah serta umat Islam 

mengenai Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan 

Nasabah membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan dalam tugas akhir skripsi, dan tesis ialah untuk 

menjelaskan posisi (State Of Art) perbedaan atau memperkuat hasil penelitian, 

dengan penelitian yang telah ada  pengkajian penelitian hasil penelitian orang 

lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan 

berfikir sebagai peneliti.  

Adapun beberapa skripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti, 

sehinga terlihat jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah berikut 

akan disajikan hasil penelitian yang lalu. 
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1. Skripsi yang berjudul : Oper Kredit Dalam Perjanjian Leasing Menurut 

Hukum Ekonomi Syari’ah di PT. Mega auto Finance Kec.Timujajar Kab 

Tulang Bawang Barat. Penelitian ini di lakukan oleh Riska Widia 

Ningsih mahasiswa di  Intitut Agama Islam Negeri Metro di PT. Mega 

auto Finance Kec.Timujajar Kab .Tulang Bawang Barat. Penelitian ini 

membahas masalah Mekanisme pelaksanaan pengalihan hak dan 

kewajiban (Oper Kredit) dan Konsep leasing  didalam Hukum Ekonomi 

syari’ah.
7
 

Pebedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu 

penelitian relevan menjelaskan ketentuan hukum penetapan denda atas 

keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor di 

PT. Mega Central Auto Finance Bandar Jaya ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syari’ah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama 

menjelaskan tentang pelaksanaan yang di lakukan oleh nasabah 

perkreditan. 

2. Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan 

Bermotor  (Studi Kasus di PT. Mega Central Auto Finance)  Metro . 

Penelitian ini di lakukan oleh Yashinta Sahani mahasiswa di  Intitut 

Agama Islam Negeri Metro. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah membahas penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual 

beli kendaraan sepeda motor di PT. Mega Central Auto Finance Bandar 

Jaya ditinjau dari Hukum Islam.
8
 

                                                           
7
RiskaWidia Ningsih, Oper Kredit Dalam Perjanjian Leasing Menurut Hukum Ekonomi 

Syari’ah ,Metro: Intitut Agama Islam Negeri 2017 . h. 6 
8
Yashinta Sahani, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit 

Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor  (Studi Kasus di PT. Mega Central Auto 

Finance)  Metro) Intitut Agama Islam Negeri 2017 . h. 9 
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Pebedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu 

penelitian relevan menjelaskan ketentuan hukum penetapan denda atas 

keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor di 

PT. Mega Central Auto Finance  Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi 

Syari’ah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan 

tentang wanprestasi perkreditan yang di lakukan oleh nasabah 

perkreditan. 

3. Jurnal yang berjudul : Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran 

Denda Keterlambatan Angsuran Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Motor 

Studi di PT. Mega Central Finance di Balikpapan, Penelitian ini di 

lakukan oleh Tobari, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti Tahun 2014 

di Kota Balikpapan. Penelitian ini membahas masalah penyelesaian 

pembayaran angsuran dan perjanjian kredit.
9
  

Pebedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu 

penelitian relevan menjelaskan ketentuan hukum penetapan denda atas 

keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor di 

PT. Mega Central Auto Finance Bandar Jaya ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syari’ah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama 

menjelaskan tentang wanprestasi perkreditan yang di lakukan oleh 

nasabah perkreditan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai 

Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan Nasabah Membayar 

Angsuran Pada Perkreditan Motor Ditimjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang 

Peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti 

sebelumnya, khususnya di IAIN Metro. 

                                                           
9
 Tobari, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti,” Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa 

Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Motor”Braja Niti, 

Http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/braja. Volume 3 Nomor 1 (2014)  

http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/braja
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana 

dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran 

dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik 

dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata 

“credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit 

percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan 

pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan 

dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban 

untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.
10

 

Menurut Munir Fuady: Yang dimaksudkan dengan perkreditan 

adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang 

didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, 

perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang 

mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 

tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi 

pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.
11

 

                                                           
10

 Ismail, Menejemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 

2010), h. 93 
11

 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, cet. 

4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 111 
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Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-

meminjam, kepercayaan, prestasi imbalan dan jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan definisi tersebut jenis kredit dibagi sebagai berikut: 

1. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk 

uang. 

2. Kredit berupa uang, yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk 

barang. 

3. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam 

bentuk uang. 

4. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam 

bentuk uang.
 12

 

Apabila memperhatikan jenis kredit tersebut diatas, maka muncul 

2 (dua) kelompok perjanjian kredit yaitu : 

1. Perjanjian kredit uang, contohnya pada perjanjian kredit perbankan. 

2. Perjanjian kredit barang, contohnya perjanjian sewa beli. 

Menurut Wiryono Projodikoro perjanjian sewa beli pada 

pokoknya adalah persetujuan sewa menyewa barang tidak menjadi pemilik 

melainkan memakai belaka, baru kalau semua uang sewa telah dibayar 

berjumlah sama dengan harga pembelian si penyewa beralih menjadi 

pembeli barang yaitu barangnya menjadi miliknya.
13

 

Melihat definisi yang dikemukan, tampak bahwa hak milik baru 

berpindah kepada si pembeli setelah angsuran terakhir dibayar lunas. 

Apabila angsuran terakhir belum lunas, maka si pembeli masih berstatus 

sebagai penyewa. Oleh karena itu maka dia belum berhak untuk 

memindahkan benda tersebut kepada orang lain.
14

 

                                                           
12

“Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor”, dalam 

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed.Okt.0405.pdf di unduh pada tanggal 27 Maret 2017.h.5 
13

 Ibid. h.6  
14

 Ibid. h.6 

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed.Okt.0405.pdf
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Kemudian agar perjanjian sewa beli sah maka harus memenuhi 

syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH 

Perdata yaitu : 

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri 

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal.
15

 

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial 

dari hukum perjanjian, asas ini adalah asas yang menentukan adanya 

perjanjian. Disamping itu asas konsesualisme ini mengandung artinya 

adanya kemauan tersebut membangkitkan diri, dan kemauan tersebut 

membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi.
16

 

2. Unsur-unsur Kredit  

a. Kreditor 

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman)kepada 

pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau 

badan usaha. 

b. Debitur 

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang 

mendapat pinjaman dari pihak lain 

c. Kepercayaan (Trust) 

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima 

pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk 

membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang 

diperjanjikan.  
                                                           

15
 PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi, h.24 

16
 PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi, h.25 
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d. Perjanjian 

Perjanjian nerupakan suatu kontrak perjajian atau kesempatan yang 

dilakukan antar kreditur dengan pihak peminjam. 

e. Risiko 

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya 

resiko tidak kembalinya dana. 

f. Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur 

untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. 

g. Balas Jasa 

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur 

akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.
17

 

3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering 

dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. 

a. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Character 

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal 

ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada 

kreditor bahwa sifat atau waatak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. 

                                                           
17

 Ismail, Menejemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 

2010), h. .95 
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2) Capacity (Capabality) 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit 

yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta 

kemampuannya mencari laba. 

3) Capital 

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh kreditor. 

4) Colleteral 

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun nonfisik.  

5) Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-

masing.
18

  

b. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 7P adalah sebagai 

berikut: 

1) Personality 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya baik tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. 

2) Party 

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula 

dari kreditor. 

 

                                                           
18

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002) edisi 6,, h. 101-105 
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3) Perpose 

Untuk mengetahui nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4) Prospect 

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya. 

5) Payment 

Bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil 

atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang 

diperolehnya. 

6) Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. 

7) Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dilucurkan oleh 

kreditor, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat 

berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
 19

 

c. Prinsip penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai 

berikut: 

1) Aspek hukum 

2) Aspek pasar dan pemasaran 

3) Aspek keuangan 

4) Aspek operasi/teknis 

5) Aspek manajemen 

6) Aspek ekonomi/sosial 

7) Aspek AMDAL.
20

 

                                                           
19

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002) edisi 6,, h. 101-105 
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4. Islam dan kredit 

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.SI, di dalam Buku Fiqh 

Muamalahnya,  Menurut Anwar Iqbal Qureshi karya fatwa-fatwa yang 

objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembuangan uang. Hal 

ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi 

sistem prekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan 

pinjaman.
21

 

Pinjaman atau utang dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu : 

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

2. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan suatu usah. 

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau 

keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis 

pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar 

utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh 

agama islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapukan). Apabila 

orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam islam 

dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, 

utangnya wajib dihapuskan.
22

 

                                                                                                                                                               
20

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002) edisi 6,, h. 101-105 
21

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.(jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. . 300 
22

 Ibid. h. . 300 
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Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak 

mampu membayar, pertama diberi penundaan waktu membayar 

(perpajangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak 

dapat melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja hutang  itu sebagai 

sodaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Sebagai dasar 

rujukan pendapat diatas akan diungkapkan dalam hadis. 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw, bersabda. 

Terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman 

(sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam 

keadaan susah, diakan memerintahkan pelayannya untuk menghapus utang 

itu, dengan harapan semoga Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya” 

(Riwayat Bukhari). 

B. Denda 

1. Konsep Denda 

Denda dalam konteks akad di sebut garamah atau ta’zir yaitu 

hukuman yang berupa materi atau benda di kenakan dan harus di bayarkan 

oleh pelanggarnya.
23

 Menurut Aliminsyah, denda (fine) di artikan sebagai 

“Hukuman berupa uang yang harus di bayarkan karena melanggar peraturan 

undang-undang”.
24

 Adapun denda bunga adalah bunga atau tambahan bunga 

karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok 

atau ketentuan rasio kas. 

                                                           
23

 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997). h. .23 
24

 Alimansyah, dan Pandji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya, h.  

39 
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Sedangkan denda pada pengkreditan adalah suatu keharusan di 

mana nasabah harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku 

dalam pengkreditan. 

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir 

menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga 

diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan 

mencegah. At-ta’zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, 

mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan 

jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang 

tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak 

Allah SWT maupun hak pribadi.
25

 

Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah, sebagaimana 

dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: “Ta’zir adalah hukuman pendidikan 

atas doa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”. 

Sedangkan Unais dkk, memberikan definisi ta’zir menurut syara’ yaitu: 

hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar’i”.
26

 

Dari definisi definisi tersebut dapat di pahami bahwa ta’zir adalah 

suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa 

jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan  

hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah 

ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat 

                                                           
25

 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 

2003) h. .171. 
26

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. .249 



17 
 

 
 

adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan 

yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberian contoh meninggalkan 

kewajiban seperti menolak membayara zakat, meninggalkan shalat fardhu, 

enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti 

menggelapkan titipan, memanipulasi anak yatim, hasil wakaf dan lain 

sebagainya.
27

 

Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dalam ketentuan (dari 

Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan 

baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran 

yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan 

dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu 

dapat berupa cembukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-

lain.
28

 

Denda keterlambatan pembayaran adalah denda yang diterapkan 

sebagai ta’zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang 

tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan 

seseorang.
29

 

Menurut Ahmad Wardi Muslich secara garis besar hukuman ta’zir 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. 

1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid 

(dera). 

                                                           
27

 Ibid., 
28

 Abdul Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta) h.  14 
29

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 258 
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2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan. 

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ 

perampasan harta, dan penghancuran barang. 

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 

kemaslahatan umum.
 30

 

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu 

hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat 

tentang dibolehkannya hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta. 

Menurut Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta tidak 

dibolehkan. Pendapat imi doikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn 

Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya 

apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam 

Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ibn Hambal.
31

 Denda keterlambatan 

merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta’zir yang berkaitan dengan 

harta. 

2. Dasar Hukum Denda  

a) Al-Qur’an 

                          

                                   

                                                           
30

 Ibid. h. . 258 
31

 Ibid. h. . 265-267 
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Artinya: 

“Dan orang-orang yang memelihara  amanat-amanat dan janji mereka. 

Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang 

yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal didalamnya.” (Qs. Al-

mu’minun, 8, 9, 10, dan 11). 

Menempati janji adalah akhlak para Nabi dan Rosul, Firman 

Allah dalam surat Maryam: 54. “dan ceritakanlah hai Muhammad kepada 

mereka kisah Ismail (yang termaktub) didalam Al-Qur’an, sesungguhnya 

dia adalah orang yang benar janjinya dan Dia seorang Rosul dan Nabi.
32

  

 

QS Al-Isra’ ayat 34 

                    

Artinya:“Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu dimintai 

pertanggung jawaban” (QS. Al-Isra’ :34) 

Tafsir Ayat: 

Wa anfuu bil’ahdi = sempurnakan dan penuhilah janji.  

Hasbi Ashidiqy dalam buku tafsir Al-Qur’an, menafsirkan ayat 

tersebut bahwa manusia harus menyempurnakan apa yang dijanjikan 

kepada Allah, yaitu berjanji menjalankan tugas.demikian juga apa  apa 

yang telah kamu janjikan dengan sesama manusia, seperti janji-janji dan 

kontrak, baik mengenai jual beli, utang-piutang atau masalah lain.
33

 

                                                           
32

 Tengku Muhammad Hasbyash-Shiddiqy. Tafsir Al-Qur’anul Majid  An-Nuur 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h.22 
33

Tengku Muhammad Hasbyash-Shiddiqy. Tafsir Al-Qur’anul Majid  An-Nuur 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h.23 
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Innal ‘ahda kaana mas-uula=sesungguhya janji itu akan 

diminta pertanggungjawaban. 

Bagi mereka yang merusak atau melanggar janji yang telah 

dibuatnya, kelak Allah akan menanyakan sebab-sebanya. Allah akan 

meminta pertanggungjawaban dari mereka yang merusak janji. 

b) Fatwa DSN MUI 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 

tentang sanksi denda dalam pembiayaan, berbunyi: 

5. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan 

LKS kepadanasabah yang mampu mambayar, tetapi menunda-

nunda pembayaran dengan sengaja. 

6. Nasabah yang tidak/belum mampu mambayar disebabkan force 

mafeur (keadaan memaksa) tidak boleh di kenakan sanksi; 

7. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 

boleh dikenakan sanksi. 

8. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir.
34

 

c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) yang 

keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari’ah.
 

Dalam hal tersebut, KHES dilahirkan untuk 

kelancaran pemeriksaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah 

sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 

                                                           
 

34
 Ma’aruf Amin ,Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 

(jakarta,Erlangga,1975)h.89 
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Terkait dengan wanprestasi, KHES Pasal 38 menyebutkan 

bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar 

janji (wanpretasi), yaitu: 

a) Membayar ganti rugi, 

b) Pembatalan akad, 

c) Peralihan resiko, 

d) Membayar biaya perkara.
 35

 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa penetapan denda atas nasabah yang mampu membayar tetapi 

menunda-nunda pembayaran adalah diperbolehkan. Untuk kategori 

pembiayaan bermasalah tidak lancar, maka penerapan denda 

ditentukan oleh Lembaga Keuangan dengan nasabah.
 
 

3. KUH Perdata  

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”.
36

 

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka suatu perbuatan 

melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya suatu perbuatan; 

b. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

d. Adanya kerugian bagi korban; 

e. Adanya hubungan antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;
 37

 

                                                           
35

 PPHIM.Kompilasi Hukum Ekonomi, h. 26 
36

Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang, h. 346 
37

 Ibid, h 347 
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Apabila persyaratan suatu perbuatan dianggap melawan hukum 

terpenuhi dalam suatu wanprestasi, maka sesuai dengan  pasal 1365 KUH 

Perdata tersebut, yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti rugi, 

jika dikaitkan dalam suatu penetapan denda terhadap nasabah yang 

mengalami keterlambatan membayar angsuran kredit motor ataupun 

nasabah yang mampu membayar tetapi tidak segera membayar.
38

` 

C. Teori Tentang Kedudukan Nasabah Membayar Hutang 

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”.
39

 Berdasarkan Pasal 1338, bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
40

 

Suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak yang 

telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPer yang 

berbunyi: 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-

persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak 

batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 

tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat 

batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, 

menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka 

waktu untuk masih juga memenuhi kewaibannya, jangka waktu mana 

namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
41
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Suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering 

kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang 

sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat 

menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.
42

 Prestasi 

merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam setiap 

perikatan. Sedangkan wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.
43

 

Pada praktiknya, seseorang dianggap wanprestasi apabila ia tidak 

memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi 

tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di 

buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut 

harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, 

dengan cara memperingatkan (samosi) pihak yang lalai untuk melaksanakan 

kewajibannya.
44

 

Ada beberapa tahapan dalam proses menyelesaikan wanprestasi. Salah 

satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang 

melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. 

Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 KHESy mengenai ingkar janji dan 

sanksinya.
 45

 Adapun sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah: 

a. Membayar ganti rugi 

Ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan 

wanprestasi karena lalai. 
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b. Pembatalan akad 

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan 

kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat 

hubungan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu 

tidak pernah terjadi. 

c. Peralihan risiko 

Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur, suatu halangan yang 

timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah 

pihak debitur melakukan wanprestasi.
46

 

d. Denda 

Keterlambatan yang dilakukan oleh debitur berakibat adanya denda 

e. Membayar biaya perkara 

Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah 

oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.
 47

 

PT. Mega Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Pelaksanaan perjanjian 

jual beli kendaraan bermotor pada perusahaan Mega Central Auto Finance 

dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku 

(standard contract). Isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan 

dan dituangkan dalam formulir (blanko). Calon nasabah cukup membubuhkan 

tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. 

Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak 

telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak 

tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah dan berakhir setelah 

nasabah memenuhi kewajibannya.
 48
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Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak 

terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena 

kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya 

seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama 

sekali. Kondisi tidak terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal dengan 

istilah wanprestasi. 

 

D. Hukum Ekonomi Syari’ah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari’ah 

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau 

tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ilmu Ekonomi 

Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke 

dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (science of economics) dan doktrin ilmu 

ekonomi (doctrine of economics).
49

 

Ilmu Ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang 

menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan 

keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan 

syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala 

pengambilam keputusan ekonomi).
50

 

Berdasakan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi 

islam merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang 

prilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan 

tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. 
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2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah 

Jika berbicara mengenai hukum ekonomi syari’ah, terdapat 

prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, 

diantaranya: 

a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara 

b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas. 

d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya. 

e. Menawarkan barang dan jasa yang halal. 

f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas 

g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan. 

h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya 

menguntungkan secara pribadi. 

i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya 

dan tidak menimbulkan maksiat.
51

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal 

tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak kreditur dan debitur, berarti 

proses jual beli atau pengkreditan yang mereka laksanakan sudah sesuai 

dengan hukum syari’ah. Begitu juga dengan transaksi yang menggunakan 

timbangan dan takaran, apabila dalam transaksinya tidak berdasarkan 

prinsip-prinsip di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah. 

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan 

Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari’ah 

adalah: 

1. Keadilan 

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan 

jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar 

kontrak yang adil. 
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2. Menghindari kegiatan yang merusak 

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang 

dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk 

proses pembuatan produk tersebut. 

3. Kemaslahatan Umat 

4. Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan 

dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.
52

 

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan 

mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang 

merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai 

dengan pandangan hukum ekonomi syari’ah yang benar. 

Menurut Muhammad Arifin, sebagai seorang yang beriman, 

sepatutnya ketika berniaga senantiasa mengaplikasikan perilaku terpuji ini, 

yaitu senantiasa memudahkan saudara anda. Tidak sepantasnya ambisi 

mengeruk keuntungan mejadikan lupa daratan dan menutup mata akan etika 

orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Jangan sampai ambisi 

mengumpulkan harta benda menjadikan lupa bahwa manfaat dan kegunaan 

harta tidak hanya diukur dari jumlahnya, akan tetapi faktor keberkahan harta 

jauh lebih penting dari jumlahnya.
53

 

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal jual beli hendaknya 

tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 

Keuntungan dalam perniagaan tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan 

dengan banyak dan sedikitnya penawaran dan permintaan pasar. Walau 

demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, pedagang atau lainnya 
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untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap penjualan dan 

pembeliannya. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim 

memanfaatkan kelalaian saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-

besarnya dari penjualan atau pembeliannya. Hendaknya dia senantiasa 

memperhatikan hak-hak persaudaraan sesama umat Islam.
 54

  

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar 

ekonomi syari’ah ada lima yaitu: 

1. Kebebasan individu 

Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, 

yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. 

2. Hak terhadap harta  

Syari’ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan 

bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling 

menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang 

muslim harta hanya merupakan titipan Allah. 

3. Jaminan sosial 

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi 

pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada 

orang-orang fakir (membutuhkan). 

4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan 

kekayaan. 

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu 

dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak 
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mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim 

sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak 

berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat 

menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang 

lain. 

5. Kesejahteraan individu dan masyarakat. 

Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan 

sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh 

karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada 

ketika individu-individu itu eksistensinya ada.
55

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam 

melaksanakan jual beli atau transaksi perdagangan berpatok pada prinsip-

prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan 

sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah 

pasti proses perdagangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam.
 56
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah Field Research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian 

yang“memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan 

terperincimengenai latar belakang keadaan sekarang yang 

dipermasalahkan.
57

 Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan 

merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang 

akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. 

Dalam hal ini adalah perusahaan PT. Mega Central Finance  Bandar Jaya. 

2. Sifat Penelitian 

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut diteliti 

dengan penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang 

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian.”
58

 

Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau 

menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum penetapan denda atas 

keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan, kemudian 

peneliti menganalisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau 

kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini. 
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B. Sumber Data 

Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah 

penelitian dihasilkan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.
59

  

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh 

dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu: Bapak Winarto 

selaku Manager, Bapak Dedi Suryadi selaku  marketing dan Bpk Eko 

Nurudin dan Bapak Sakirno selaku Nasabah di PT. Mega Central  Finance 

Bandar Jaya. 

2. Sumber Data Sekunder 

“Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau 

lewat dokumentasi.”
60

 Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai 

macam, dari surat kabar, surat pribadi, kitab harian, notula rapat 
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perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi 

pemerintah.
61

 

Jadi dapat dipahami bahwa data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang ada.Yaitu 

data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur’an dan hadist, buku-

buku fiqih serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang 

relevan dengan penelitian skripsi ini, atau dengan kata laindata sekunder 

adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak 

sebagai pemakai data. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Interview 

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara 

terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data. Hal 

ini dijelaskan oleh Nana Sudjana sebagai berikut :“Sebagai alat penilaian, 

wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar."
62

 

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview 

terpimpin, interwiew tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin. 

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila interview 

menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah ada 

dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas. Interview tidak 

terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak interviewer untuk 

mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik 

fokus penelitian. Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh 
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data yang kegiatannya atau si intervier membawa kerangka-kerangka 

pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.
63

 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan 

melakukan interview. Interview ini dilakukan dengan Bapak Winarto selaku 

Manager, Bapak Dedi Suryadi selaku  marketing pada Perusahaan PT. 

Mega Central Auto Finance  Bandar Jaya, serta Nasabah. 

2. Metode Dokumentasi 

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber 

informasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah 

“Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya”.
64

 

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.
65

 

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode 

dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulenrapat, 

legger, agenda dan sebagainya”.
66

 Dokumentasi adalah “pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang”.
67

 

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat 

dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam 

memecahkan masalah-masalah dalam penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutus 

kanapa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan 

teknik-teknik misalnya analisis tema.
68

 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola,  menemukan  apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang  dapat diceritakan kepada orang lain.
69

 

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian 

kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, 

wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.
70
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan 

data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan 

cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Perusahaan PT. Mega 

Central Finance Bandar Jaya yang dianalisis secara khusus setelah itu 

diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi 

dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan 

informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian wanprestasi 

terhadap penetapan hukum denda atas keterlambatan membayar angsuran pada 

pengkreditan motor yang ditinjau dari Komplikasi Hukum Ekonomi 

Syari’ahdan Fatwa DSN MUI.  



 
 

 

BAB IV 

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum PT. Mega Central Finance Bandar Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

1. Sejarah Singkat PT. Mega Central Finance  Bandar Jaya 

PT. Mega Central Finance didirikan di Jakarta dengan nama PT 

Mitra pusaka Mega Central Finance pada tanggal 1 Mei 1990 berdasarkan 

akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No.1, yang kemudian diubah 

dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1991 oleh notaris yang sama. PT. Mega 

Central Finance merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di 

bidang pembiayaan kredit sepeda motor. Perseroan ini didirikan dengan 

nama PT. Mega Central Finance yang merupakan perusahaan dalam 

manajemen dibawah kepemimpinan seorang presiden direktur, yang 

diresmikan dan ditetapkan sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan 

khusus sepeda motor pada tanggal 24 September 2007 oleh Bapak Chairul 

Tanjung selaku pemegang saham utama CT Corporate.
71

  

2. Visi  Misi PT. Mega Central Auto Finance  Bandar Jaya 

Adapun visi misi  dan nilai PT. Mega Central Finance  Bandar 

Jaya, adalah sebagai berikut: 
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a. Visi PT. Mega Central Finance 

Menjadi perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan serta 

dipercaya konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan 

memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga 

memberikan hasil yang terbaik.
72

 

b. Misi PT. Mega Central Finance 

1) Menyediakan layanan pembiayaan yang beragam dan lengkap 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2) Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan 

tekhnologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan 

pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat. 

3) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan 

pelanggan dan dealer. 

4) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 

5) Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada para stakeholders 

yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan dan 

masyarakat.
73

 

c. Nilai 

1) Memberikan yang terbaik kepada stakeholder 

2) Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan 

kerjasama 

3) Semangat untuk mencapai kesempurnaan 

4) Peduli dan berbagi kepada sesama.
74
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3. Struktur Pengelolaan organisasi PT. Mega Central Finance 

Struktur organisasi pada dasarnya sangat penting, terutama dalam 

mengukur dan mengatur kinerja setiap personal (karyawan/ staf). Struktur 

organisasi tersebut dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan 

setiap petugas, sehingga mereka dapat bekerja sesuai porsinya masing-

masing. Begitu pula pada PT. Mega Central Finance setiap 

pengurus/karyawannya dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena 

berdasarkan jobdescription yang telah ditentukan sesuai dengan penugasan. 

Diantaranya ada yang bertugas mengurus bidang administrasi, sebagian di 

bidang keuangan, dan selebihnya ada yang di wilayah lapangan. Berikut 

gambar Pengelolaan organisasi PT. Mega Central Finance yaitu:
75

 

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Mega Central Finance 
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Adapun bagian atau pekerja yang berada pada PT. Mega Central 

Finence yaitu: 

a. Koordinator administrasi berperan mengatur dan mencatat 

keuangan. 

b. Administrasi berperan menginput data konsumen dan data-data 

penjualan. 

c. Cek analist (CA) berperan mengecek aplikasi yang di berikan 

surveyor, dari hasil survean. 

d.  Marketing head (MH) berperan mengatur penjualan sepeda motor 

disetiap dealer, agar memenuhi target cabang. 

e.  Surveyor berperan mensurve konsumen apakah layak di beri 

perkreditan atau tidak, mengecek kepemilikan rumah serta kerjaan 

konsumen apakah benar atau tidak si konsumen tinggal/bekerja di 

tempat tersebut.
76

 

4. Tugas Masing-masing Jabatan 

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Manager 

Manager PT. Mega Central Finence mempunyai tugas yaitu: 

1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan. 

2) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. 
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b. Koordinator Administrasi 

Administrasi mempunyai tugas yaitu: 

1) Mengatur keuangan perusahaan. 

2) Mencatat segala keperluan perusahaan. 

c. Customer Service 

1) Menginput data hasil surve para surveyor. 

2) Mencatat hasil jualan setiap dealer. 

3) Bertanggung jawab terhadap pencairan dealer dan p.o (purche 

order) dealer. 

d. Cek Analist 

1) Bertanggung jawab memeriksa hasil surve para surveyor. 

2) Bertanggung jawab terhadap yang di tandatangani di aplikasi apa 

bila terjadi tunggakan dari konsumen tersebut. 

e. Marketing Head 

1) Bertanggung jawab terhadap setiap dealer yang bekerja sama 

dengan perusahaan PT. Mega Central Finance. 

2) Bertanggung jawab untuk target penjualan perusahaan setiap bulan. 

3) Menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan setiap dealer 

yang bekerja sama. 

4) Mencari tau program apa yang membuat penjualan meningkat. 

f. Surveyor 

1) Bertanggung jawab menyurvei si konsumen apakah benar data 

tersebut. 

2) Bertanggung jawab untuk mamberi keputusan apakah konsumen 

layak di beri perkreditan. 
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g. Koordinator Kolektor 

Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila 

terjadi permasalah di lapangan. 

h. Kolektor 

1)  Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut. 

2) Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia 

menjemput angsuran si konsumen tersebut.
77

 

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti jelaskan bahwa tugas 

masing-masing jabatan yang ada di PT Mega Central Finance Bandar Jaya 

adalah  

 Manager: Mengawasi dan bertanggung ajawab kepada  bawahannya 

masing-masing dan mengambil keputusan,  

 Koordinator Administrasi yaitu mengatur keuangan perusahaan, 

mencatat segala keperluan perusahaan.   

 Customer Service: Menginput data hasil surve para surveyor.  

 Marketing Head: Bertanggung jawab untuk target penjualan 

perusahaan setiap bulan.  

 Surveyor: Bertanggung jawab menyurvei si konsumen apakah benar 

data tersebut.  

 Koordinator Kolektor: Bertanggung jawab memberikan solusi 

terhadap kolektor apabila terjadi permasalah di lapangan.  

 Kolektor: Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen 

perusahaan tersebut, Bertanggung jawab terhadap tunggakan 

konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen.
78
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B. Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami 

Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor di PT. 

Mega Central Finance Bandar Jaya. 

Pelaksanaan Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami 

Keterlambatan Membayar Angsuran Pada Perkreditan kendaraan bermotor di 

PT Mega Central Finance dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam 

bentuk perjanjian baku (standard contract). Dalam hal ini PT Mega Central 

Finance selaku kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana 

konsumen selaku debitur akan menerima fasilitas pembiayaan dari PT Mega 

Central Finance dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan 

bermotor dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan konsumen dari pihak 

penjual (dealer). Jika konsumen sepakat dan menyetujui perjanjian 

pembiayaan tersebut dengan ketentuan yang telah ada seperti: harga 

perolehan, uang muka, pokok pembiayaan, bunga, jumlah hutang dan jangka 

waktu pembayaran hutang, dan denda yang berlaku maka konsumen hanya 

perlu menandatangani perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh PT. Mega 

Central Finance.
79

 

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh 

para pihak dan berakhir sampai seluruh hutang  dan kewajiban lainnya telah 

dibayar lunas atau telah diselesaikan (jangka waktu). Namun menurut 

penjelasan HRD meskipun perjanjian pembiayaan telah ditandatangani, tetapi 

masih ada konsumen yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam 

bentuk menunda-nunda pembayaran kredit.
80
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Bapak Winarto menjelaskan bahwa ada beberapa konsumen yang 

mengalami denda perkreditan seperti Bpk Eko Nurudin dan bpk Sukirno. 

Bapak Eko Nurudin membeli motor dengan cara kredit di  PT Mega Central 

Finance pada tahun 2016 sedangkan Bapak Sukirno pada tahun 2015. 

Penyebab dari tertundanya pembayaran tersebut ada berbagai alasan 

diantaranya uangnya putar kembali buat modal usaha, uang yang akan 

digunakan mengangsur dipinjamkan kepada kerabat dan masih banyak alasan 

lainnya.
81

  

Hasil wawancara peneliti dengan konsumen bernama Bapak Eko 

Nurudin dan Bapak Sukirno benar bahwa beliau membeli motor di PT Mega 

Central Finance Bandar Jaya dengan cara kredit. Bapak Eko Nurudin di 

tahun 2016 sedangkan Bapak Sukirno pada tahun 2015 dan keduanya telah 

terlambat membayar selama 10 hari.  

Bapak Sukirno dan Bapak Eko Nurudin mengatakan bahwa beliau 

memiliki kendala dalam hal angsuran karena beliau menganggap tingginya 

denda yang dipungut dari PT Mega Central Finance Bandar Jaya dan jangka 

waktu yang diberikan terlalu singkat menurutnya. Pada waktu beliau tidak 

membayar angsuran motor  di PT. Mega Central  Finance Bandar Jaya beliau 

diberi teguran dua kali di tahun 2016. Karena beliau terlambat membayar 

angsuran.
82

 

Menurut penuturan Bapak Sukirno, beliau terlambat membayar 

angsuran dikarenakan uang yang akan saya gunakan untuk membayar 

angsuran saya pinjamkan kepada kerabat dengan perjanjian bahwa angsuran 
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akan di bantu tiap bulan, namun kerabatnya tersebut mengalami kesulitan 

keuangan yang membuat pembayaran angsuran tersendat-sendat sehingga 

terjadilah penundaan pembayaran. selain itu uang saya putarkan untuk usaha 

yang lain dengan harapan mendapat uang tambahan tetapi justru berkurang 

karena pendapatan usaha saya menurun karena persaingan usaha yang 

semakin ketat.
83

 

Sedangkan menurut penuturan Bapak Eko Nurudin, beliau terlambat 

membayar angsuran karena beliau mengalami kebangkrutan dalam usaha 

yang telah beliau dirikan dan  anaknya membutuhkan uang untuk membayar  

kuliah, jadi uang yang seharusnya untuk membayar angsuran justru terpakai 

untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah.
84

 

Penyelesaian perkara wanprestasi dilakukan dengan berbagai cara 

oleh petugas PT Mega Central Finance yaitu dengan memberi denda kepada 

nasabah yang melakukan perkreditan yang mengalami keterlambatan. 

Besarnya denda untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan 

denda sebesar Rp “biaya angsuran x 5/1000.” (lima perseribu) atau 0,5% (nol 

koma lima persen).denda ini pun bisa dibayar langsung pada saat membayar 

angsuran dan dapat juga dibayar pada saat terakhir ingin mengambil BPKB, 

sekiranya nasabah tidak mampu membayar semua denda itu maka ada 

keringanan dari pihak PT Mega Central Finance. Jika tindakan ini pun tidak 

dihiraukan sebagaimana yang dilakukan oleh Kolektor yaitu dengan 

memberikan surat somasi/teguran. Secara yuridis somasi tidak mempunyai 

akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika 

konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka PT 

Mega Central Finance dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan 

menyelesaiakan utangnya atau paling tidak menunjukan itikad baik untuk 

menyelesaikan utang-utangnya. Surat tersebut diberikan PT Mega Central 

Finance kepada konsumen sebanyak 3 kali. 

                                                           
83

 Hasil Wawancara Bapak Sukirno selaku Konsumen PT. Mega Central Finance, pada 
tanggal 26 juli 2017 

84
 Hasil Wawancara Bapak Eko Nurudin selaku Konsumen PT. Mega Central  Finance, 

pada tanggal 26 juli 2017 



45 
 

 
 

Selain dengan upaya somasi/teguran tersebut, PT Mega Central  

Finance Bandar Jaya juga mengambil langkah lain yang lebih tegas untuk 

para konsumennya yaitu dengan penarikan/sita. Jika konsumen tidak bisa 

memenuhi janjinya pada somasi/teguran 1-3 maka pihak PT Mega Central  

Finance Bandar Jaya akan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada 

Kolektor untuk menarik/menyita motor tersebut. 

 

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa DSN MUI 

Terhadap Ketentuan Hukum Penetapan Denda Atas Keterlambatan 

Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor 

Kedudukan hukum ekonomi syari’ah dalam penerapan denda menjadi 

sangatlah penting. Hal ini diperkuat dengan adanyanya aturan-aturan yang 

mendukung penerapan sanksi denda akibat adanya ingkar janji dalam 

pembiayaan baik itu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI maupun Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari’ah. 

Berdasarkan konsep Hukum Ekonomi Syari’ah, pemberlakuan denda 

yang dilakukan PT Mega Central Finance Bandar Jaya pada nasabah yang 

mengalami pembiayaan bermasalah adalah boleh dilakukan. Sesuai penjelasan 

dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syari’ah tentang diperbolehkannya 

menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu pasal 38, 

berbunyi: 

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 

e)  Membayar ganti rugi, 

f) Pembatalan akad, 

g) Peralihan resiko, 

h) Membayar biaya perkara.
 85
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Sedangkan ketentuannya telah dijelaskan dalam Pasal 36 tentang ingkar 

janji dan sanksinya, yaitu: 

a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 

b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan, 

c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Berkaitan dengan pembahasan ini, seorang dikatakan ingkar janji 

adalah seseorang melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Seorang 

yang melakukan ingkar janji di PT Mega Central Finance Bandar Jaya 

dibuktikan dengan menunjukkan sebuah surat perjanjian yang telah disepakati 

dan ditandatangani oleh nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan 

diawal survey tentang lewatnya masa pembiayaan dan tentang besaran denda 

yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada PT Mega Central Finance Bandar 

Jaya. 

Selanjutnya, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 

17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda dalam pembiayaan, berbunyi: 

SANKSI NASABAH MAMPU  

YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN 

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000tanggal 16 september 2000 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS  

   kepada nasabah yang mampu mambayar, tetapi menunda-nunda     

  pembayaran dengan sengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu mambayar disebabkan force mafeur        

(keadaan memaksa) tidak boleh di kenakan sanksi; 
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3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak  

  mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 

 dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir.
86

 

Tujuan  PT. Mega Central Finance menerapkan denda bagi nasabah 

yang terlambat dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak 

mengulangi keterlambatan lagi ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 

17/DSN-MUI/IX/2000. Namun bila dilihat pada poin ke dua yang berbunyi 

“Nasabah yang tidak/belum mampu mambayar disebabkan force mafeur 

(keadaan memaksa) tidak boleh di kenakan sanksi. Sehingga pada keadaan 

salah satu nasabah ada yang mengalami kebangkrutan, ini seperti keadaan yang 

dituturkan Bapak Eko Nurudin, beliau terlambat membayar angsuran karena 

beliau mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah beliau dirikan dan  

anaknya membutuhkan uang untuk membayar  kuliah, jadi uang yang 

seharusnya untuk membayar angsuran justru terpakai untuk kebutuhan sehari-

hari dan biaya kuliah.
87

  

Dengan demikian, dari segi subyek, Penetapan Denda Atas 

Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor yang 

dilakukan di PT. Mega Central Finance adalah boleh dan sah karena dilakukan 

dengan asas iktikad baik dan adanya kerelaan dari masing-masing pihak. 

Namun karena ada salah satu nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga 

dalam Fatwa DSN MUI tidak diperbolehkan adanya sanksi/denda. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan 

Penetapan Denda Terhadap Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan 

Membayar Angsuran Pada Perkreditan Motor di PT. Mega Central Finace 

Bandar Jaya dapat dibenarkan secara Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa 

DSN MUI.  

Penetapan denda yang diberikan kepada anggota yang mengalami 

pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di dalam Hukum Ekonomi Syari’ah 

adalah boleh, karena dilakukan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi 

menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Karena hal tersebut merupakan 

kedzaliman dan merugikan pihak PT. Mega Central Finance, hal ini sesuai 

dengan fatwa DSN MUI No.17 tahun 2000 tentang denda bagi nasabah yang 

mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Serta penerapan denda yang 

dilaksanakan oleh  PT. Mega Central Finace Bandar Jaya tidak memberatkan 

bagi nasabahnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun karena 

ada salah satu nasabah yang mengalami kebangkrutan, seperti yang dikatakan 

pada poin dua sehingga dalam Fatwa DSN MUI tidak diperbolehkan adanya 

sanksi/denda.  
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B. Saran 

Ada pun saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. PT. Mega Central Finance Bandar Jaya hendaknya tetap konsisten dalam 

melayani kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing secara  sehat dan 

meningkat kan pelayanan terhadap nasabah. Untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur 

maka pihak perusahaan dalam memberikan kredit hendaklah hati-hati 

dalam menilai dan memeriksa calon debitur maupun barang-barang yang 

dijadikan jaminan. 

2. Sebagai pihak debitur hendaklah tidak mudah tergiur untuk mengambil 

kredit kendaraan apabila kondisi ekonomi tidak memungkinkan, atau 

penghasilan tidak menetap sehingga tidak menjadi beban, agar tidak ada 

yang merasa dirugikan. 
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ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 

 

KETENTUAN HUKUM PENETAPAN DENDA ATAS  

KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN  

PADA PERKREDITAN MOTOR DITINJAU DARI  

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH DAN  

FATWA DSN MUI 

(Studi Kasus di PT.Mega Central Finance Bandar Jaya  

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) 

Wawancara dengan Bapak Agus Haryadi selaku Manager dan Bapak Dedi 

Suryadi selaku Marketing di PT. Mega Central FinanceBandar Jaya 

1. Apakah ada nasabah yang melakukan pelanggaran denda ? 

2. Ada berapakah nasabah yang berperkara denda ? 

3. Mengapa terjadi denda di PT. Mega Central Finance ?  

4. Bagaimana  ketentuan denda pada PT. Mega Central Finance ? 

5. Bagaimana PT. Mega Central Finance menggunakan penetapan denda atas 

keterlambatan nasabah membayar angsuran pada perkreditan motor ? 

6. Bagaimana  pihak PT. Mega Central Finance menanggulang perkreditan 

yang macet ? 

7. Adakah hambatan dalam menyelesaikan denda ? 

Wawancara dengan Bapak Eko Nurudin selaku nasabah ditambah dua 

nasabah lainnya selaku konsumen di PT. Mega Central FinanceBandar Jaya 

1. Apakah anda membeli motor di PT. Mega Central Finance Bandar Jaya, 

dengan cara mengkredit, sejak tahun berapa dan berapa lama jangka waktu 

pengangsurannya ? 
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